
 

 
 

 
 

BUPATI YAHUKIMO 

PROVINSI PAPUA 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI YAHUKIMO 
NOMOR :  27    TAHUN 2022 

 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN YAHUKIMO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI YAHUKIMO, 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan adanya perubahan beban kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu  

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

  b.  bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Yahukimo sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan sehingga perlu diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan b, perlu menetapkan  Peraturan Bupati tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6), Undang Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2907) ; 
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  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang  Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesi Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor  4151)   sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia  Tahun  2021 Nomor    155,   Tambahan 

Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor 6697); 

  4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten 

Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4252) ; 

  5.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
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  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 114 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

  12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang 

Melaksanakan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1604); 

  13.  Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 

2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo. 
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M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN YAHUKIMO. 

   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Yahukimo. 

2.  Bupati adalah Bupati Yahukimo. 

3.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Yahukimo. 

4.  Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Yahukimo . 

5.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disebut 

Pegawai  ASN  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai 

pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh 

pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam 

suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara 

lainnya  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang 

undangan. 

6.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS adalah  

warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat tertentu, 

diangkat  sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pembina  

kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan. 

7.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo. 

8.  Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; 

9.  Bidang adalah Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; 

10.  Sub Bagian adalah Sub-Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Yahukimo; 

11.  Seksi adalah Seksi-seksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo; 
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12.  Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo. 

13.  Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai 

negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

14.  Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

  

BAB  II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal  2 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

  

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal  3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang terdiri dari: 

 a.  Kepala Dinas 

 b.  Sekretariat, terdiri dari : 

  1.  Sub Bagian Ketatausahaan 

  2.  Sub Bagian Perencanaan 

  3.  Sub Bagian Data dan Informasi Publik 

 c.  Bidang Cipta Karya 

  1.  Seksi Bangunan dan Pengembanan Kawasan Permukiman 

  2.  Seksi SPAM dan PLP 

  3.  Seksi Bina Konstruksi 

 d.  Bidang Bina Marga 

  1.  Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi 

  2.  Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

  3.  Seksi Preservasi Jalan & Jembatan 
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 e.  Bidang Sumber Daya Air 

  1.  Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Sumber Daya Air 

  2.  Seksi Operasi dan Pemeliharaan 

 f.  Bidang Tata Ruang 

  1.  Seksi Pengaturan dan Pembinaan 

  2.  Seksi Pengendalian 

  3.  Seksi Penertiban 

 g.  UPTD 

 h.  Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi  

Pasal 4 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang; 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 

melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggrakan fungsi : 

 a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 

 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 

 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan 

umum dan penataan ruang; 

 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang; 

 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya 

   

Pasal 5 

Uraian tugas dan fungsi Jabatan Struktural lingkup Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
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BAB III 

UPT DINAS 

Pasal  6 

(1) UPT Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu  

(2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan 

nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

  

Pasal 7 

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan 

fungsi UPT Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

  

BAB IV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Bagian Kesatu 

Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Bidang dengan keahliannya dan kebutuhan sesuai 

dengan keahliannya. 

 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
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(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 

  

Bagian Kedua 

Jabatan Pelaksana 

Pasal 10 

(1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil 

analisis jabatan. 

(2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang–undangan. 

(3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

perangkat daerah. 

(4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan 

Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana. 

(7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh 

Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(9) Uraian tugas Jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 
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BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan 

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal 

dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar 

unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 

  

Pasal 12 

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta 

menyampaikan laporan pada waktunya. 

(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 

petunjuk pada bawahannya. 

  

Pasal 13 

Setiap Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang 

sesuai bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung 

laporan tersebut serta menyusun laporan melalui Sekretaris untuk 

disampaikan kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal 14 

Setiap Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada 

Sekretaris sesuai bidang tugasnya dan Sekretaris menampung 

laporan tersebut serta menyusun laporan untuk disampaikan 

kepada Kepala Dinas. 
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Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi 

dibantu oleh pimpinan unit organisasi bawahannya, dalam rangka 

pemberian bimbingan pada bawahan masing-masing. 

 

Pasal 16 

Apabila Kepala Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk 

Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana 

Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas. 

 

Pasal 17 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-

masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu 

kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

  

BAB VI 

ESELON 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.B 

(2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.A 

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.B 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A 

  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Yahukimo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo (Berita Daerah 

Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah 

Kabupaten Yahukimo. 

 

Ditetapkan di : Sumohai 

Pada Tanggal  : 06 April 2022 

BUPATI YAHUKIMO, 

 

     CAP/TTD 

 

DIDIMUS YAHULI 

 

  

  

  

  

  

  

  

Diundangkan di Sumohai 

Pada tanggal : 06 April 2022 
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 
 

CAP/TTD 
 

ARON WANIMBO, SE, M.Si 
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 27 
 



KEPALA DINAS

BIDANG CIPTA KARYA

Seksi Bangunan dan 
Pengembangan 

Kawasan Permukiman

Seksi SPAM 

dan PLP

Seksi BIna 
Konstruksi

BIDANG BINA 
MARGA

Seksi 
Perencanaan 
Teknis dan 
Evaluasi

Seksi 
Pembangunan 

Jalan dan 
Jembatan

Seksi Preservasi 
Jalan dan 
Jembatan

BIDANG SUMBER DAYA AIR

Seksi Perencanaan dan 
Pelaksanaan Sumber 

Daya Air

Seksi Operasi dan 
Pemeliharaan

BIDANG TATA RUANG

Seksi Pengaturan 
dan Pembinaan

Seksi Pengendalian

Seksi Penertiban

SEKRETARIS

Subbagian 
Ketatausahaan

Subbagian Perencanaan 

Subbagian Data dan 
Informasi Publik

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI   

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  

KABUPATEN YAHUKIMO 

Lampiran  : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo 

Nomor       : 27 Tahun 2022 

Tanggal : 06 April 2022 

        

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

UPTD 

Diundangkan di Sumohai 
Pada tanggal : 06 April 2022 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

 

CAP/TTD 

 
ARON WANIMBO, SE, M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 27  

 

 BUPATI YAHUKIMO, 
 

         CAP/TTD 
 

  DIDIMUS YAHULI 



 


